
PEMOHON UJI MATERI UU TELEKOMUNIKASI PERBAIKI PERMOHONAN

Jakarta. 7 Februari 2017 - Mahkamah Konstitusi kernbali menggelar sidang gugatan on materjilterhadap
UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pada selasa (612). puku1 11.30 dengan agenda perbaikan
permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara BIPUU- XV/2017 in I dialukan o1eh Rudi
dan Armn Nur Cahyono
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Pada SIdang perdana yang digelar Selasa (2411), Pemohon me in persoalkan pemidanaan perbuatan yang dapat
menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik techadap penyelenggaraan telekomunikasi. Norma yang
dimohonkan adalah Pasa1 38, Pasa1 55. dan Perilelasan Pasa1 38

Pemohon yang becorofesi sebagai sopir, diwakili Budi Satria Dewantoro selaku kuasa hukum menilai, unsur
'setiap Drang' atau 'bareng slapa' daiam Pasa1 38 lidak memberI pemisahan unsur -unsur subyektif dari
perbuatan PIdana yang dapat dikualifikasi sebagai delik kesengajaan (dojus) dan dellk kealpaan (CUIva)
'Selain iru juga tidek menlelaskan dengan teeng apekah yang dimaksud dengan frasa lidak dapat be nungsi
sebagai meSIInya' dan frasa 'lidak bedalan sebagaimana meSIinya' bersifat permanen ataukah hanya
sementara. dan apakah kerusakan beet atau ringan. "Ielasnya dalam SIdang yang dipimpin Hakim Konstitusi
Suhartoyo

SIARAN PERS

Lebih Ianjut, Pasa1 38 dan Pasa1 55 dinilainya mengabaikan dan menyalahi asas-asas pembentukan peraturan
perundang-undangan yang baik sesuai ketentuan Pasa1 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/201t). Pemohon juga menilai ketentuan tersebut
me langgar asas-asas sebagaimana diatur dalam Pasa1 6 ayat(1) hurufi UU 12/20, I yaitu asas ketchiban dan
kepastian hukum

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

Terakhir, menurutnya, Pasa1 38 dirumuskan secara samar-samar. tidak jelas dan rincitentang perbuatan inaria
yang dikualifikasikan sebagaitindak PIdana. Selain itu. pengertiannya terlalu Iuas dan rumit "Khususnya
frasa 'meIakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik techadap pelenyelenggaraan
telekomunikasi'. in berpotensi disalahgunakan Dieh penyelenggara telekomunikasi in aupun aparatur penegak
hukum. " katanya menegaskan

Menanggapi permohonan pemohon. Hakim Konstilusi Wahiduddin Adams menyatakan format SIStematika
permohonan sudah balk. Meski demikian, !ega! standingpemohon harus Iebih dipertajam. "PCin kerugian
potensial dan aktual mestilebih dieksplorasi. "leiasnya
Senada. Hakim Konstitusi Suhartoyo menyebut permohonan pemohon sudah cukup balk. Namun. Suhartoyo
menilai bagian pendahuluan sebaiknya dihilangkan 'Kalau esensinya sama dengan alasan permohonan, in aka
Iebih balk digabung saia, " ujarnya. (AMIul/Ibg)
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